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	ABSTRAK
Sebagai argumen atau alasan ‘adat dapat dijadikan hukum adalah dengan dengan merujuk kepada sabda Rasulullah SAW yang artinya “Apa yang dipandang oleh umat Islam baik. Maka bagi Allah pun juga termasuk bagi.” Yang perlu diketahui adalah bahwa ‘adat dapat dijadikan hukum tidak terlepas dari syarat-syarat yang salah satunya adalah tidak ada perbedaan pendapat dalam mengamalkan, atau yang dilakukan oleh manusia, dalam sebuah kaidah disebutkan “Sesuatu dianggap tradisi, apabila sudah berlaku atau seringkali dilakukan orang”. Dengan demikian, ‘adat yang berlaku di tengah-tengah umat Islam yang dapat dijadikan hukum adalah ‘adat yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan tidak mendatangkan kemudaratan serta seirama, sejalan dengan jiwa, akal yang sejahtera. 


	Kata kunci : al-adah, al-muhakamah 


PENDAHULUAN 
Kebiasaan adalah kata yang sangat disukai di dalam al-Qur’an banyak terdapat kata ini walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda seperti ma’ruf (perbuatan baik yang sudah terkenal), makrifah,‘irfan (keduanya berarti pengetahuan) dan I’tiraf (pengakuan) kata-kata ini tunggal makna dan sangat indah. 									Menjadikan kebiasaan sebagai salah satu dasar hukum cukup merujuk kepada ayat al-Qur’an surah al-A’raf yang berbunyi: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang agar mengerjakan kebiasaan serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa kebiasaan harus diperhatikan dan menjadikan kebiasaan sebagai dasar hukum (Jamal al-Banna: 2008). 
Dalam kitab at-Tauqih yang dikarang oleh al-Qarafi disebutkan: “Kebiasaan sudah menjadi titik temu antara aliran-aliran, barang siapa yang mempelajarinya dengan mudah menemukan hal ini“. Dalam kitab al-asybah yang dikarang ibnu najim juga disebutkan: “Kebiasaan hadir dalam banyak permasalahan fiqih. Oleh karenanya mereka menjadikan kebiasaan sebagai dasar“ Ibnu arabi dalam kitab ahkam al-qur’an ketika menafsirkan ayat yang berbunyi ”Liyunfiq dzu sa’atin min sa’atih ”menyatakan:“ Kebiasaan adalah dalil fundamental yang telah dijadikan dasar hukum oleh Allah SWT. 				Adapun kebiasaan dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang mengatakan hukum itu, akan tetapi ada nash yang mengatakan hal itu, maka hukum dari nash tersebut wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan untuk kemudian melaksanakan kebiasaan ganti darinya. (Abdul Karim Zaidan: 2008). 

METODE 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dalam memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.

PEMBAHASAN 
1. Pengertian Adat atau Kebiasaan
‘adat adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi; baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut juga ‘adat. Menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan ‘adat. ‘Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. (Abdul Wahhab Khallat: 2003).       
Jumhur ulama’ mengidentifikasikan term ‘adah dengan ‘urf keduanya mempunyai arti yang sama namun sebagai fuqaha’ membedakannya. Al-jurjani misalnya mendefinisikan ‘adah dengan:
العادة ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا اليه مرة بعد أخري 
“’adah adalah suatu (perbuatan) yang terus menerus dilakukan manusia karena logis dan dilakukan secara terus-menerus.” (Muhlish Usman: 1996). Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa: ‘adat itu sendiri bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. ‘Adat adalah:
الاستمرار على شيئ مقبول للطبع السليم والمعاودة إليه مرة بعد أخرى وهي المرادة بالعرف العملي
Artinya:“Membiasakan sesuatu yang dapat diterima oleh tabi’at yang sehat dan mengulang-ulangnya”.‘Adat ini identik (muradif) dengan ‘urf amali (tradisi/kebiasaan). 		Menurut Muhammad al-Zarqa (w.1357 H). ‘adat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu ammah dan khassah. ‘Adat ammah (adat umum) maksudnya adalah suatu perbuatan atau perilaku yang berlaku umum diseluruh Negara. Dengan demikian kata Muhammad al-Zarqa (w.1357 H), berlaku umum merupakan syarat diperhitungkannya ‘adat, baik ‘adat yang umum maupun yang khusus. Menurutnya apabila tidak ada nash (al-Qur’an dan Sunnah) yang menentangnya, maka tidak perlu diperbincangkan lagi untuk diperhitungkan. Menurut Ibnu Abidin, kata al-Zarqa (w.1357 H), jika tidak ada nash syara’, ‘adat dapat dijadikan sebagai hujjah. (Ade Dedi Rohayana: 2008). 			
	Selain itu juga dalam bahasa, Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan. Yaitu al-‘adat dan al-‘urf. Abi Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-Jurjani, dan Ali Haidar berpendapat bahwa al-‘adat semakna dengan al-‘urf. Menurut mereka, ‘adat dan al-’urf adalah semakna. ( العرف بمعنى العادة  atau   العرف والعادة مترادفان ). Dengan tidak menyebutkan namanya, ‘Abd al-Aziz al-Khayyath menjelaskan bahwa diantara ulama ada yang membedakan antara al-‘adat dengan al-’urf. Diantara perbedaannya adalah bahwa al-‘adat lebih umum dari al-‘urf, karena al-‘adat adalah kebiasaan baik secara individu maupun secara kolektif. 
Sedangkan al-‘urf adalah kebiasaan kolektif saja. Oleh karena itu, ‘Abd al-‘Aziz al-Khayyath mengutif kaidah sebagai berikut:كل عرف عادة وليست كل عادة         عرف(setiap ‘urf adalah ‘adat dan tidak setiap ‘adat adalah ‘urf). (Jaih Mubarok: 2002).
	
1. Dasar Hukum ‘Adat
‘Adat mempunyai andil besar dalam menetapkan hukum, hukum yang dibangun oleh maslahat dan ‘adat dapat berubah jika keduanya berubah, dasar hukumnya diantaranya sebagai berikut:
1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi: Artinya:“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf (baik)”(Q.S al-Baqarah:228)
1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 19 yang berbunyi:		
Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara baik”
1. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 89 yang berbunyi: 
Artinya:“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yangtidak dimaksud (untuk bersumpah). Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja”.
Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka“. (Ade Dedi Rohayana: 2008). 	
1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur (24) ayat 58 yang berbunyi: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) diantara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu ditengah hari, dan sesudah sembahyang isya’. Itulah tiga aurat bagi kamu”. 
1. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة
Artinya:“Timbangan adalah timbangan penduduk makkah, sedangkan takaran adalah penduduk madinah”(HR.Abu Daud)
1. Haram Bin Muhaisah dari ayahnya, menceritakan bahwa unta milik Bara’ Bin ‘Azib memasuki pagar seseorang dan merusaknya. Kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan peristiwa tersebut dengan sabdanya: “Seseorang harus menjaga hartanya pada siang hari, dan seseorang harus menjaga binatang ternaknya pada malam hari” (HR.Abu Daud)
1. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Hammah Bin Jahsin:
فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام
Artinya:“(Hitunglah) hari haidmu enam atau tujuh hari”(HR.Al-Tarmizi). (Ade Dedi Rohayana: 2008).
1. Sabda Nabi Muhammad SAW:
ما رآه المسلمون حسنا  فهو عند الله حسن
Adat kebiasaan yang berlaku adalah ditetapkan sebagai hukum juga. Qaidah ini berpokok kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Apa yang dipandang oleh umat islam baik. Maka bagi Allah pun termasuk baik juga” (Ahmad)
Berdasarkan dalil di atas maka adat kebiasaan yang berlaku dikalangan umat islam dapat ditetapkan juga sebagai hukum. Tentu saja ‘adat kebiasaan yang baik yang tidak melanggar syara’ tidak menyimpang ketentuan yang ada. Adapun ‘adat istiadat yang melanggar larangan syara’ tentu saja tertolak tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Sebab yang disebutkan dalam hadist itu. ‘Adat kebiasaan yang baik dengan sendirinya yang tidak baik tidak termasuk dalam hadist itu. 
اعلم ان اعتبار العادة والعرف راحع اليه في الفقه مسائل لا تعد
Ketahuilah sesungguhnya adat kebiasaan yang berlaku ini menjadi pedoman banyak daripada masalah fiqih yang tak terhingga banyaknya yang mana berkisar kepada kaidah ini. (Djakfar Amir: 1969).

1. Proses Terbentuknya ‘Adat
Menurut Abdul Wahhab Khallaf  dalam analisanya mengatakan, proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis  yang bersifat terbuka. Artinya, ‘adat atau ‘urf bisa terbentuk dari peran serta semua komponen masyarakat tanpa pandang bulu. Masyarakat awam, birokrat, politisi, intelektual, ulama, santri, mahasiswa maupun golongan-golongan lainnya dapat menciptakan apa yang disebut ‘adat atau tradisi masing-masing. Pada titik inilah ‘adat dibedakan dengan ‘ijma’. Sebab ijma’ hanya dapat terjadi jika dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai kapasitas intelektual seorang mujtahid. Sebuah konsensus (kesepakatan) yudisial (ijma’) tidak akan mendapat justifikasi syari’at bila dilakukan kalangan selain mujtahid. (Maimoen Zubair: 2005). 		
Dari sudut pandang yang berbeda, Dr. Muhammad Shidqi menyatakan bahwa pada dasarnya, ‘adat istiadat adalah proses intuitif-kreatif manusia yang kemudian diulang-ulang dalam tataran praksis. Jika ini disepakati, tandas Muhammad Shidqi, akan ditemukan tiga ciri pokok atau sebab mendasar atas kemunculan suatu truktur kebudayaan. 
Pertama, adat tercipta karena faktor tabiat dan pengaruh struktur sosial maupun lingkungan. Tabiat dan struktur sosial dimaksud bisa bersifat alamiyah atau terbentuk atau berbentuk dogma-dogma, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, takhayul, norma-norma sosial dan lain sebagainya. (Maimoen Zubair: 2005).
Kedua, kemunculan ‘adat didorong oleh faktor keinginan, dorongan hati ‘Syahwat sosial’ masyarakat atau komunitas tertentu. Merebaknya budaya ‘jajan’ di lokalisasi atau mencari ‘Ketenangan’ ke Night Club dan tempat-tempat hiburan malam sebagai pelepas kepenatan dan kejenuhan aktifitas, merupakan tradisi yang sudah umum di masyarakat khususnya di perkotaan.	
Inilah ‘syahwat sosial’ pada komunitas tertentu yang disinyalir Muhammad Shidqi sebagai salah satu faktor pendorong timbulnya sebuah konstruksi kebudayaan. Dalam istilah fuqaha, tradisi jenis ini disebut sebagai ‘fasad al-zaman’, atau dalam masyarakat jawa dikenal istilah ‘jaman edan’. Yakni sebentuk tradisi yang timbul akibat runtuhnya sendi-sendi sosial dan merebaknya dekadensi moral di kalangan masyarakat.
Ketiga,‘adat tercipta akibat adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Tradisi jenis ketiga ini biasanya didorong oleh proses akulturasi (peleburan) antara satu budaya dengan budaya lainnya. Ketika tiba momentumnya, budaya jenis ini langsung mencuat ke permukaan dan akhirnya berlaku secara alamiyah pada periode-periode selanjutnya. 
               
1. Syarat-syarat Berlakunya ‘Adat (Tradisi) Sebagai Hukum
Pertama: tidak ada perbedaan pendapat dalam mengamalkan, atau namanya dilakukan oleh manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah yang lain. Yaitu ”Sesuatu dianggap tradisi, apabila sudah berlaku atau seringkali dilakukan orang-orang”. Kedua: tradisi menjadi perbandingan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita ketahui hukumnya melalui kebiasaan yang ada sebelumnya. Tidak dianggap adat atau tradisi apabila sesuatu yang dimaksud telah terjadi. 						Berdasarkan hal ini, syarat-syarat para wakif (orang yang mewakafkan tanahnya) wajib ditafsirkan sesuai dengan tradisi yang berlaku saat syarat-syarat itu dibuat dan bahkan dikarenakan oleh tradisi yang datang setelah ditetapkannya syarat-syarat itu. (Abdul Karim Zaidan: 2008). Misalnya ketika wakif menetapkan syarat bahwa sebagian hasil bumi yang diwakafkannya diberikan kepada pelajar (thalabul ilmi) di shan’a, sedangkan pada saat itu ketika wakif memberikan syarat tradisi yang berlaku biasa menyebutkan dengan sebutan “Thalabul Ilmi” bagi pelajar yang menuntut ilmu agama. Maka pernyataan wakif ini tidak boleh dibawa kepada tradisi yang berlaku sekarang, yaitu yang dimaksud  dengan “Thalabul Ilmi” adalah pelajar yang belajar ilmu apapun. 
Ketiga: disyaratkan juga untuk menetapkan tradisi menjadi hukum apabila tradisi itu tidak bertentangan dengan nash syari’at islam maupun syarat yang ditetapkan antara dua orang yang melaksanakan akad. (Abdul Karim Zaidan: 2008). Disamping itu juga disebutkan juga syarat-syarat diterimanya ‘adat sebagai berikut:
1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adah tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat. 
1. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qur’an maupun as-sunnah.
1. Tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera. (Muhlish Usman: 1996).  
 
1. Karakteristik Dan Bentuk ‘Adat
Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, ‘adat terbagi menjadi ‘urf qawli (kultur-linguistik) dan ‘urf fi’li (kultur-normatif). Dam jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, ‘adat terbilah menjadi ‘urf ‘am dan ‘urf khas. Perinciannya adalah sebagai berikut:
1. ‘Urf qawli dan fi’li
‘urf qawli adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tetentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus dan tidak ada kecendrungan makna lain diluar apa yang mereka pahami. Artinya, ketika kata itu diucapkan maka yang terbersit dalam hati mereka adalah makna khusus tersebut bukan antonim makna lainnya. Contoh: ketika orang arab mengucapkan kata walad (anak) maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan perempuan. 
Sementara ‘urf fi’li (dalam istilah lain disebut ‘urf amali) adalah sejenis pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus, sehingga dipandang sebagai norma social. Contoh: penggunaan pakaian adat atau pakaian sehari-hari dari etnis atau golongan tertentu, atau acara prasmanan saat pelaksanaan resepsi pernikahan, serta kebiasaan jika tuan rumah sudah menyuguhkan makanan, maka hal itu dinilai sebagai bentuk pemberian izin kepada sang tamu memakannya. Semuanya termasuk ‘urf fi’li. 
1. ‘Urf ‘am dan Khas    
Jika ditinjau dari aspek pelakunya, adat terbagi dalam dua kategori umum, yaitu adat ‘urfiyyah ‘ammah (budaya parsial-partikular). Perinciannya adalah sebagai berikut:
1. Adat Urfiyyah ‘Ammah adalah sebentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenai batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Contoh: tradisi mengangkat seorang pembantu atau buruh yang biasa dilakukan orang-orang kaya.  
1. Adat ‘Urfiyah-Khashshah adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lain. Tradisi jenis kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. Contoh: seperti pembayaran upah ketika bekerja, yang biasanya dilakukan secara mingguan, bulanan, setengah tahunan, atau sekali dalam setahun, tergantung adat-istiadat masing-masing kawasan.          
   
1. Macam-macam ‘Adat
Dari beberapa persyaratan tersebut di atas kita bisa membagi ‘adat kebiasaan secara kualitatif kepada dua bagian:
1. Al-‘Adat al-shahihah (‘adat kebiasaan yang benar), yaitu ‘adat kebiasaan yang memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut di atas. ‘Adat shahih ini dibagi kepada dua bagian, menurut pendapat Syekh Muhammad Abu Zahrah, yaitu: 
a. ‘Adat yang umum, yaitu ‘adat yang biasa dilakukan oleh manusia pada setiap tempat seperti memesan barang-barang jadi, padahal pada waktu terjadinya akad barang-barang tersebut belum ada. 
b. ‘Adat yang khusus, yaitu ‘adat kebiasaan pada negara tertentu aatau masyarakat tertentu, seperti ‘adat kebiasaan di dalam pertanian, sesungguhnya ‘adat yang demikian itu tidak berhadapan dengan nash tetapi berhadapan dengan qiyas dalam arti bisa pula dalam masalah yang semacam ini digunakan qiyas.    
1. Al-‘Adat al-Bathilah yaitu ‘adat kebiasaan yang tidak memenuhi salah satu syarat atau keseluruhan syarat yang tersebut di atas. (H. A.  Djazuli, I. Nurul Aen: 2000).
 
1. Adat Fasid Bisakah Diadopsi   
	Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa pada dasarnya adat fasid tidak dapat dijadikan acuan dalam mencetuskan satu produk hukum. Tapi walaupun demikian, bukan berarti semua jenis tradisi yang fasid harus dieliminir secara total. Ada unsur-unsur tertentu dari adat fasid yang bias “direkrut” dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Atau dapat dikatakan, pemeliharaan adat fasid bukan karena ke-fasid-an adatnya, melainkan disebabkan faktor eksternal berupa situasi dan kondisi yang mengharuskan diadakan pengadopsian. Caranya adalah dengan melihat apakah adat tersebut memang menjadi kebutuhan fundamental masyarakat atau tidak?
	Adat fasid tidak bias diadopsi jika hanya menjadi kebutuhan suplementer (tahsiniyat) masyarakat. Berbeda dengan adat fasid itu sudah menjadi kebutuhan elementer (hajiyat) atau primer (dlaluriyat), maka ia boleh (bahkan wajib) dipelihara dan dijadikan acuan. Sebab bila tidak, demikian statement abdul wahhab khallaf, maka kaum muslimin akan mengalami kesulitan-kesulitan dan kesempitan-kesempitan dalam memenuhi kebutuhan dan hajat hidup mereka. Padahal kaidah fiqh sudah menegaskan bahwa:, al-dlarurat tubihu al-mahzurat dan al-hajat tunzalu manzilah al-dlarurat. (Maimoen Zubair: 2005).   
                   
1. Contoh-contoh ‘Adat  
Contoh yang didasarkan kepada ‘adat kebiasaan: di dalam mazhab Abu Hanifah ada satu kesepakatan bahwa tidak boleh mengambil upah bagi yang mengajarkan al-Qur’an dan mendirikan syi’ar-syi’ar agama, karena ini adalah ibadah yang tidak diperkenankan mengambil upah. Akan tetapi ketika menjadi kebiasaan manusia untuk mengambil upah dari mengajarkan al-Qur’an dan menjalankan syi’ar-syi’ar Allah SWT, serta tidak mau melakukan hal itu tanpa upah, maka para fuqaha memperkenankan hal itu, demi untuk terpeliharanya al-Qur’an dan terselenggaranya syi’ar-syi’ar agama Allah SWT.	 (Maimoen Zubair: 2005). Disamping itu terdapat contoh-contoh ‘adat selain yang disebutkan  diatas diantaranya:       
1. Pada umumnya makanan yang disajikan untuk tamu, boleh dimakan oleh tamu itu dengan tanpa membayar. Ini ‘adat kebiasaan yang berlaku antara sesama manusia. Maka demikian pulalah hukumnya.
1. Orang menjahitkan pakaiannya dan menyuruh membuatkan turunan (naskah). Dalam hal ini imam ar-Rafi’y memberi keterangan tentang upah menjahit dan pembuatan naskah tadi dikembalikan kepada ‘adat kebiasaan yang berlaku disitu. (Djafar Amir: 1969)
1. Orang menjual barang tanpa ketentuan mengenai harga. Misalnya menjual sabun, yang demikian pembayarannya menurut harga umum. 
1. Orang potong rambut, menyetrikakan baju tentu saja ongkosnya menurut umumnya disitu. Artinya kita harus tunduk kepada kebiasaan yang berlaku.  
  
1. Perbedaan Dan Persamaan ‘Adat Dan ‘Urf								Dalam banyak literatur fiqh, istilah ‘adat dan ‘urf merupakan dua kata yang  sangat akrab di telinga. Akan tetapi, pra-asumsi kita tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan; keduanya seakan mempunyai makna sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). (Maimoen Zubair: 2005). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-’adah terbentuk dari masdar (kata benda/noun) al-‘awd dan al-mu’awadah yang kurang lebih berarti “pengulangan kembali”. Sedangkan al-‘urf terbentuk dari akar kata al-muta’araf yang mempunyai makna “Saling mengetahui”. 								Dengan demikian, proses terbentuknya adat, menurut Muhammad Shidqi, adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus. Proses pengulangan inilah yang disebut al-‘awd wa al-mu’awadah. Ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, mak ia telah memasuki stadium al-muta’araf. Tepat di titik ini, ‘adat telah “Berganti baju” menjadi ‘urf.  						
	Menurut al-Jurjani secara ilustratif, menggambarkan sebagai berikut: ‘adat adalah unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulangkali, lalu setelah ia tertanam dalam hati, barulah ia berubah identitas menjadi ‘urf. Karena itu, menurut sebagian fuqaha, ‘adat dan ‘urf secara terminologis tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Artinya, penggunaan istilah ‘urf dan ‘adat tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. 										Dalam kenyataannya, banyak ulama fiqih mengartikan ‘urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas-imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Pada domain ini, baik dan buruknya kebiasaan itu tidak menjadi persoalan urgen, asalkan dilakukan secara kolektif, maka sudah ia termasuk kategori ‘urf. Berbeda dengan “adat” yang oleh fuqaha diartikan sebagai tradisi secara umum, tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok. (Maimoen Zubair: 2005).			
		Dari kutipan di atas dapat disimpulkan, istilah ‘adat dan ‘urf memang berbeda bila ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah ‘adat  hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaaan; sementara ‘urf hanya melihat pelakunya. Disamping itu, adat bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok, sementara ‘urf harus dijalani oleh kelompok tau komunitas tertentu. Simpelnya, ‘Adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan ‘urf lebih menekankan sisi pelakunya. Persamaannya, ‘adat dan ‘urf adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima oleh akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. (Maimoen Zubair: 2005).            

1. Pertentangan Antara ‘Adat Dan Nash								Dalam syarat-syarat pengadopsian ‘adat pernah sedikit disinggung tentang satu hal, yakni adat tidak boleh bertentangan dengan teks syari’at (nash). Yang dimaksud dengan pertentangan ‘adat nash adalah pertentangan bahasa dan perilaku keseharian manusia dengan istilah dalam al-Qur’an atau al-Hadist. Petentangan ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 
Pertama, pertentangan antara teks syari’at dengan bahasa keseharian manusia, sementara muatan teks syari’at sama sekali tidak bersinggungan dengan hukum. Maka yang didahulukan adalah penggunaan bahasa yang sudah menjadi langgam keseharian. Hal ini akan sangat tampak sebagaimana orang yang bersumpah tidak akan makan daging (Arab: lahm). Maka ia tidak akan dikatakan melanggar sumpah ketika dia memakan ikan (Arab: samak). Walaupun dalam al-Qur’an sendiri menyebut ikan dengan menggunakan kata lahm seperti yang terdapat dalam surat al-Nahl ayat 14:
Artinya:“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kalian semua dapat memakan daging ikan yang lezat darinya”
Kedua, pertentangan antara bahasa keseharian dengan kata yang terdapat dalam teks al-Qur’an dan al-Hadist yang ada kaitannya dengan hukum. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah kandungan makna nash. Seperti halnya orang yang bersumpah tidak akan melakukan sholat, maka ia tidak dikatakan melanggar sumpah karena melakukan sholat jenazah. Sebab dalam sholat jenazah tidak terdapat rukuk dan sujud, yang merupakan makna sholat dalam muatan teks syar’i. Artinya, yang dimaksud sholat dalam istilah syari’at hanyalah sholat yang didalamnya terdapat rukuk dan sujud. (Maimoen Zubair: 2005). 
 
1. ‘Adat Harus Terulang Berapa Kali
Harus berapa kali kah suatu pekerjaan dilakukan, hingga bisa dinilai sebagai ‘adat? Pertanyaan ini ternyata tidak mendapat jawaban pasti dari fuqaha. Sebab, ternyata kadang ada pekerjaan yang hanya dilakukan satu kali, tapi sudah dikategorikan ‘adat. Tapi ada pula yang harus diulangi sampai tiga kali. Bahkan ada juga yang tidak mematok bilangan atau kadar tertentu. Di bawah ini akan disebutkan beberapa contohnya. (Maimoen Zubair: 2005). 
1. Cukup dilakukan satu kali. Contohnya seperti pemberian “Bingkisan” kepada seorang calon hakim sebelum ia diangkat menjadi hakim. Pemberian yang dilakukan satu kali ini sudah bisa dikategorikan ‘adat, yang pada akhirnya ketika orang tersebut kembali memberikan “oleh-oleh” kepada sang hakim saat melakukan putusan hukum yang berkaitan dengan si pemberi, maka pemberian itu tidak dikategorikan sebagai risywah (sogok/ suap). Sebab, sudah ada satu kali pemberian yang sudah dianggap ‘adat sebelum sang hakim menggunakan otoritasnya selaku penegak hukum. Berbeda bila pemberian bingkisan itu dilakukan ketika sang hakim telah menduduki jabatannya sebagai pengadil, maka bentuk pemberian yang kedua kalinya dikategorikan sebagai risywah.
1. Tidak ada bilangan pasti. Yang menjadi titik penekanan (stressing) disini adalah dicapainya dugaan kuat bahwa apa yang terjadi memang benar dan sesuai dengan apa yang digariskan syari’at. Contoh, seorang anak kecil yang belum ‘akil baligh tapi sudah dapat melakukan tawar-menawar; ketika pembeli ia mengajukan harga yang lebih rendah dari harga yang ditawarkan penjual. Sebaliknya, ketika berposisi sebagai penjual dia sudah punya naluri untuk menjajakan barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang diajukan pembeli. Dengan demikian, sang wali sudah dapat mempercayainya untuk melaksanakan transaksi jual beli.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa persoalan bilangan ‘adat tergantung pada masalah yang dihadapi. Untuk dikatakan ‘adat apakah harus mencapai bilangan satu, dua, tiga, dan seterusnya, tergantung pada obyek hukum yang dihadapi. (Maimoen Zubair: 2005).                   

1. Pergeseran Adat-Istiadat dalam Satu Komunitas
Pada prinsipnya, adat yang bisa mendapat justifikasi syariat adalah adat yang berlaku secara tetap pada suatu komunitas dan tidak berubah-ubah (iththirad). Dengan demikian, adat yang berubah-ubah (idl-dlirab) tidak akan mendapat justifikasi hukum kecuali ada penjelasan lebih lanjut dari orang yang bersangkutan, mengenai keadaan yang sangat tak menentu tersebut (fluktuatif). Ketentuan terakhir ini adalah sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi aktifitas selanjutnya agar sesuai dengan norma yang berlaku. Artinya agar tidak trejadi kerancuan transaksi kalau memang terjadi dalam transaksi karena tidak menjalankan norma-norma yang lebih berlaku. (Maimoen Zubair: 2005).			
Jika adat tidak menetap dan selalu berubah-ubah, maka adat tidak dapat dijadikan sebagai standar dalam bertransaksi, bahkan merupakan transaksi, bahkan merupakan potensi yang dapat memunculkan khilaf. Contohnya, ketika Negara dalam kondisi krisis moneter, tak jarang dalam satu Negara terdapat banyak mata uang yang beredar dan biasa digunakan sebagai alat pembayaran. (Maimoen Zubair: 2005).            

1. Perubahan Hukum Akibat Pergeseran Adat
Sebagaimana ditegaskan di muka, hukum dapat ‘berubah’ disebabkan pergantian waktu dan perbedaan tempat. Namun, apakah semua pergantian waktu dapat merubah formulasi hukum? Ternyata tidak. Hukum yang dapat berubah akibat pergeseran waktu dan tempat hanyalah hukum-hukum yang memang terbangun melalui pondasi adat istiadat. Jadi bukan semua hukum syariat dapat dianulir akibat pergeseran waktu maupun peredaran masa. Di era sekarang, hal ini sering disalah mengerti oleh kalangan islam liberal; mereka sering menggeneralisir permasalahan ini (penganuliran hukum) dalam domain tak terbatas. Seakan-akan semua formulasi hukum syariat hanya sekedar mainan yang dapat dirubah sekehendak hati mereka. 					
Argument yang mendasari mengapa hukum  yang terbangun atas dasar latar belakang adat dapat berubah, adalah karena adat dipandang sebagai cabang (al-far’u) dari peredaran masa dan peralihan tempat. Bila kawasan dan era terbangunnya adat telah berganti, maka hukumnya pun juga ikut berubah. Pada derap pergantian hukum inilah, fuqaha menandaskan; “Perubahan hukum itu hanya karena perbedaan waktu, bukan karena perbedaan hujjah atau dalil”. Artinya, perbedaan hukum akibat pergantian waktu bukan dalil atau hukum itu sendiri yang berubah, melainkan sekedar perubahan desain hokum akibat dialektika pergeseran momentum sejarah. Contohnya adalah penggunaan alat ukur (kurensi) uang logam dan uang kertas dalam beragam transaksi. (Maimoen Zubair: 2005).		
Menurut Taqiyuddin al-Subuki memberi  catatan, makna perubahan hukum karena perubahan zaman tersebut jangan ditelan mentah-mentah atau diartikan secara serampangan. Sebab hal itu menimbulkan asumsi bahwa akan ada hukum baru setelah wafatnya Nabi saw. Padahal hukum islam telah sempurna dan paripurna dimasa hidupnya Nabi saw. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam surat al-Maidah ayat 4:
“Pada hari ini (hari ‘arafah), telah aku sempurnakan agamamu (sekalian), dan aku sempurnakan nikmat ku atasmu, dan aku rela islam sebagai agamamu” 
Dari sinilah para mujtahid sepakat bahwa tidak ada wahyu lagi setelah Nabi saw. Dengan tiadanya wahyu, maka mustahil akan muncul hukum-hukum baru pula. Adapun ungkapan Izzuddin bin Abd al-Salam yang menyatakan bahwa Allah swt. Mempunyai hokum baru karena timbulnya sebab yang baru, menurut Taqiyuddin al-Subuki bermakna sebagai penerapan pelaksanaan hokum akibat timbulnya sebab baru yang melatarbelakanginya.  (Maimoen Zubair: 2005).

SIMPULAN 

Dari paparan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa al-‘adat muhakamah dapat ditetapkan sebagai hukum yang pemberlakuannya di tengah-tengah kalangan umat Islam, dengan melihat bahwa ‘adat tersebut masuk dalam koredor yang baik artinya ‘adat yang tidak melanggar syara’ dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada. Sedangkan ‘adat yang yang melanggar larangan syara’ tentunya tertolak dan tidak dapat dijadikan patokan atau dasar dalam menetapkan hukum.
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